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BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 3119 TAHWN 2021

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  serta  untuk
kelancaran arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan arus kas keluar yang digunakan
untuk mendanai pengeluaran daerah dalam setiap
periode, perlu menetapkan Mekanisme Pengelolaan
Anggaran Kas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan
Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME

PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

o g oh W

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Luwu.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.

Bupati adalah Bupati Luwu.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Luwu.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang
karena jabatannya ~mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten
Luwu yang disusun dan dibahas bersama DPRD Kabupaten Luwu dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.
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Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD

adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang keperluan Belanja Daerah dalam rangka
Pelaksanaan APBD pada SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah PPKD dan Pejabat
lainnya sesuai kebutuhan.

Kas Umum Daerah adalah tempat Penyimpanan Uang Daerah yang
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah yang digunakan untuk seluruh Pengeluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat Penyimpanan Uang Daerah
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada Bank yang ditentukan.

Penerimaan Daerah adalah yang masuk ke Kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah yang keluar dari Kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
Pengurang nilai kekayaan bersih.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.
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Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas untuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
setiap periode.

BAB II
ANGGARAN KAS PENERIMAAN

Pasal 2

Perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan pendapatan
daerah, dialokasikan secara per triwulan sebesar :

a. Triwulan I minimal 28% (dua puluh delapan per seratus) dari total
target penerimaan,;

b. Triwulan II minimal 31% (tiga puluh per seratus) dari total target
penerimaan;

c. Triwulan III minimal 22% (dua puluh dua per seratus) dari total target
penerimaan;dan

d. Triwulan IV minimal 19% (sembilan belas per seratus) dari total target
penerimaan.

Perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan pembiayaan
dialokasikan pada Triwulan I sebesar 100% (seratus per seratus) dari total
Target penerimaan pembiayaan.

Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer;dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(4) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber

d

ari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

BAB III
ANGGARAN KAS PENGELUARAN

Pasal 3

(1) Besarnya persentase penarikan dana untuk belanja tidak langsung yang
digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dialokasikan per
triwulan, sebesar :

a

. Triwulan I 27% (dua puluh tujuh per seratus) total anggaran belanja;

b. Triwulan II 31% (tiga puluh satu per seratus) total anggaran belanja;
c

. Triwulan III 23% (dua puluh tiga per seratus) total anggaran belanja;

d. Triwulan IV 19% (sembilan belas per seratus) total anggaran belanja.
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(2) Besarnya persentase penarikan dana untuk belanja yang digunakan untuk
mendanai pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan di Triwulan I
sebesar 100% (seratus per seratus) dari total anggaran pengeluaran
pembiayaan.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan untuk :
a. belanja operasi;

b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga;dan
d. belanja transfer.

(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk
penyertaan modal daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

(1) Penatausahaan penerimaan daerah dan pengeluaran arus kas atas beban
APBD mengikuti ketentuan dalam sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah Kabupaten Luwu.

(2) Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa BUD melakukan
pengendalian dan pengawasan terhadap penerimaan daerah dan
pengeluaran anggaran kas daerah.

(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam wupaya memberikan petunjuk, memperbaiki dan
menyempurnakan serta mengawasi agar pendapatan daerah yang diterima
dari pengeluaran uang atas beban APBD dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 31 Degenber- 221

BUPATI LUWU,

BASMIN TTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal -31 Desembar 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR .113
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MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2022

ranGaaL 31 Desember 2921

Anggaran Tahun ini{Rp)

4.1 | PENDAPATAN ASLI DAE

1208596

Triwulan|

Triwulanll

Triwulanlll

Januari

0521.132.263

Februarl

8572034650 | 11.030.236.690

Nai

8572034650 |

__Juni

8972034662

" 9.0724346% |

8.982334.853

16119023602 | 8991534661

8,987 534,692

8.984534650 10.853.846.056
4101 Payak_Daerah 79835745 986 2486 312 244 2486312244 2486312244 2486312244 2486312 244 2486 312 256 2485312 2486312244 2486312255 2486.312.255 2486312285
4.1.02 Relribus Daerah 11 540,000 600 1.402 066 B65 724 566 685 712 066.665 1514 568 665 712.066 665 712,066 655 1.444 566 68! 712 486 665 1424 086 6565 731.566.6585 727.566.685
4103 Hasi_Pengeloiaan Kekayaan 5 200000000 5.200.000.000
Daerah yang Dipisahken
4104 Laindain PAD yang Sah 74 283 BES 833 7.032.753. 354 5773655741 5773655741 7029357 781 5773656741 5713655741 7.022.967 147 5773855741 5773.655 741 7 009 544 682 5773656741 5.773.655.742
4,2 | PENDAPATAN TRANSFER 1.243.052.951.597 248.199.945.149 6.757.236.787 4.732.352.500 355.177.959.712 4.732.352.500 34.953.600.962 265.014580.849 4.732.352.500 61.924.629.682 220.120.023.650 31.975.564.806 4.732.352.500
4201 Pendapatan Transfer 1.185 482 400 000 233.807.307 250 6.757.236.787 4 732 352 500 340.785 321 813 4.732 352.500 34 853 600 662 250.621.942.950 4 732 352 500 61624 529682 205 727.386.750 31.975.564 806 4.732.352.500
Pemerintah Pusat
4202 Pendapatan Transfer Anter 57 570.551 587 14.392 637 899 14 392 637 833 14.352 637 859 14 352 637 600
Daerah
43 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 6.500.000.000 1.625.000.000 - 1.625.000.000 . 1.625.000.000 1.625.000.000
SAH
4301 Pendapatan Hibah 8 500 000.000 1.625.000 000 1625 000.000 1.625.000 000 1625000 000
6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN 13.000.000.000 13.000.000.000 - .
6101 Sisa Lebih Per 13.000 000 000 13 000000 000
Anqgoaran Sebalumnya
JUMLAH PENDAPATAN DAN PENERIMAAN 1.383.412.567 476 273.745.077.412 15.741.771.437 13.704.387.150 367.833.195.402 13.704.387.150 43.925.635.624 277.593.426.905 13.704.787.150 70.906.964.335 237,864,947 252 40.967.099.457 13.719.887.192
|PEMBIAYAAN PER BULAN
1.383.412.567 476 303.192.235.999 425.463.219.176 362.205.178.390 292.551.933.911

JUMLAH ALOKASIKAS YANG TERSE DIA DARI
P PA AN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER

UNTUK PENGELUARAN SETELAH DIKURANGI BELANJA
DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN)

BELANJA OPERAS! §20.782.529.025 112.203.090 53.571.536.430 264,812 83.206.251.545 111.611.409.248 68.941.051.063 50.225.406.253 8
5101 Beiana Peoawal 575,644 350 116 364215614 210 36 214 591 504 35.750 570 067 86 544 864 845 35483 143 096 62 173 181384 59,187 913 481 35 500.766 506 35 458 261.382 59295282716 34641128 264 57 675012
5102 Belanja Barang dan Jasa 271208 307 136 33534483 880 14 047 864 828 17.160.284 815 45394921 129 16.954 520 885 17 508 770,181 49290520 767 14 510 874 557 13628 124.871 27829697715 5664 216 922 4 284016 508
5105 Belania_Hibah 81635371773 3.057 500 000 3 309 050 000 18.629 410.000 £ 578 969,504 500 £00.000 3214 300 000 3.034.350.000 18629410000 1.142 000.000 685671 889 18.929.410.000 3214 300 000
5108 Belanja Bantuan Sosial 384 500.000 948 625 000 58 625 000 85 625 000 38 625 000
5.2 | BELANJA MODAL 205.754.548.632 3533.850.887 34.118.158.877 5.547.340.303 70.363.671.345 1.827 653171 10.850.725.756 5§9.672.555 800 3.700.242.130 6.585.641.396 7.660.020.787 1.550.230.767 344 448 413
5202 Belania Modd Peraatan dan 22043542625 876915 850 200725 160 429 390 800 3687618410 1276 836.000 1140.144.000 9593 308 360 2.268838 525 743 300 000 258 642 160 1452 847 350 107 185000
Ms sin
5203 Belania Modd Gedung dan 54 097.874 508 2817 573.050 5.840 950 300 4.380 656 085 14 441862 085 363549673 9554 658 339 8643 840 845 796870188 5 805048979 1.286.706 672 50.000 000 105 917 208
Bangunan
$204 Belanja Modd Jdan Jaringan 126 859 381 401 38970977 27.976 483 417 37283417 50841458 870 187 267 198 45923 417 41374.105 535 37283417 37283417 B 114 671955 37 283417 131366 204
dan Ingas!
5205 Belanja Modal Aset Tetap 2753 450.000 700.000.000 1.392.700.000 61500 000 $59.250 000
Lainnya
5,3 | BELANJA TIDAK TERDUGA 4.000.000.000 1.000.000.000 - - 1.000.000.000 . 1.000.000.000 1.000.000.000
5301 Belanja Tidak Terduge 4.000.000.000 1.000.000 000 1.000 000000 1.000.000.000 1.000.000 000
54 | BELANJA TRANSFER 241.875.489.819 60.468.872.500 - 60.468.872.500 - 60.468.872.500 60.468.872.319
5401 Belanja Bag Hasl 4 147 574 822 1036 893 700 1.036 893 700 1.036.893 700 1036.893 722
5402 Belanja Banluan Keusngan 237.127.914 997 59 431,978 800 £9.431976 800 59431578 800 58431676597
6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.000.000.000 - 3.000.000.000 -
6202 Penyertaan Modal Dasrah 3.000.000 000 3 000.000 000
JUMLAH BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.383.412.567.476 138.114.935.477 87.689.695.307 77.387.605.215 273.550.924.723 5§7.765.317.152 94.146.977.301 232.752.837.548 72.641.293.193 56.811.047.649 157.049.170.406 654.984.985.953 70.517.777.552
PER BULAN
JUMLAH ALOKASIKAS YANG TERSEDIA UNTUK 1.383.412.567 476 303.192.235.999 425.463.219.176 362.205.178.390 292551933911
BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER
TRIWULAN
SISA KAS (JUMLAH ALOKASIKAS YANG TERSEDIA 0 0 0] 0 0 0 0] 0 0] 0 0 0 0

BUPATI LUWU,

MIN MATTAXANG



